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BAB V 

KESIMPULAN  

 

1. Majelis Hakim, Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 bukan 

merupakan delik suap tapi merupakan delik gratifikasi maka sangat tidak 

mungkin dalam gratifikasi itu mengancam pidana bagi yang memberikan. 

"Sejak awal Undang-Undang KPK dibentuk gratifikasi tidak dirancang untuk 

juga menjadi tindak pidana suap, gratifikasi menjadi perbuatan yang dilarang 

terjadi saat penerima gratifikasi tidak melaporkan hingga lewat tenggang 

waktu yang ditentukan Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan Eni Maulani karena tidak melaporkan gratifikasi yang dia terima. 

"Sifat melawan hukum penerimaan gratifikasi ini ada dalam diri si penerima 

bukan dalam diri si pemberi. Sikap melawan hukum ini ditunjukkan kepada 

penerimanya hal inilah yang membedakan antara gratifikasi dan suap. Delik 

gratifikasi, menurut hakim, menjadi sempurna ketika penyelenggara negara 

tersebut, yaitu Eni Maulani Saragih tidak melaporkan menerima sesuatu dalam 

waktu 30 hari sejak pemberian sesuatu diterima sebagaimana diatur dalam 

Pasal 12 B. Menimbang karena belum diatur dalam peraturan perundangan 

maka dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan pelaku perbuatan 

tidak akan dipidana kecuali dengan peraturan perundangan yang sudah ada 

maka ketentuan Pasal 12 B tidak ditujukan kepada pemberi sesuatu dan 

kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. 
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2. Samin Tan (Pelaku) bisa dipidanakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b 

atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Tidak tepat kalau mengatakan bahwa 

pemberi itu tidak bisa dijerat pidana. Itu bisa, tinggal rumusan mana yang 

memenuhi. Pasal yang digunakan Eni ialah pasal penerimaan gratifikasi. KPK 

mengajukan kasasi dan hakim Mahkamah Agung memperbaiki vonis janggal 

ini. Implikasinya vonis ini akan menghilangkan rasa takut orang memberi 

gratifikasi. Gratifikasi bisa tidak ada efek jera. 
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